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Abstract

This paper aims to analyze the phenomenon of overcriminalization in the context of educators (teachers), focusing on Supreme Court Decision No. 1554K/PID/2013 and its relationship with maqasid sharia principles. This decision has significant legal implications for the teaching profession, especially in the context of criminalization of certain actions involving them. This study tries to explore the extent to which law enforcement against educators plays a role in reducing or even exacerbating injustice, taking into account the basic principles of sharia that emphasize the protection of individual rights and the welfare of society. Through the maqasid sharia approach, which prioritizes the preservation of religion, soul, mind, offspring, and property, this paper evaluates whether the existing legal system shows a mismatch in providing justice or negatively affects the teaching profession. The analysis shows that overcriminalization in this context needs to be carefully considered, taking into account the balance between law enforcement and protection of the rights of educators as agents of change in society.
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PENDAHULUAN
Profesi guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Sebagai agen perubahan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membentuk masa depan generasi penerus[footnoteRef:1]. Dalam menjalankan tugasnya, guru diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan sosial mereka. Meskipun demikian, profesi ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap guru. [1:  Suparman, A. Peran Guru dalam Membangun Karakter Bangsa dan Pendidikan Berkelanjutan. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, (2019), 45] 


Salah satu tantangan yang muncul adalah adanya fenomena overcriminalization terhadap tenaga pendidik. Istilah overcriminalization merujuk pada kecenderungan untuk memperkenalkan atau menerapkan hukum pidana terhadap tindakan yang tidak seharusnya mendapatkan sanksi pidana, atau memberikan hukuman yang terlalu berat terhadap tindakan yang sebenarnya tidak merugikan masyarakat secara substansial. Dalam konteks tenaga pendidik, overcriminalization sering terjadi ketika guru yang terlibat dalam permasalahan dengan siswa atau orang tua siswa mendapatkan sanksi hukum yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan konteks sosial serta tugas profesi mereka.[footnoteRef:2] [2:  Prasetyo, S. Overcriminalization dalam Profesi Pendidikan: Tantangan Hukum dan Etika Guru. Jurnal Hukum Pendidikan, (2020) , 23] 


Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1554K/PID/2013 menjadi contoh konkret dari fenomena overcriminalization yang menimpa seorang guru. Dalam kasus ini, seorang guru dihukum karena tindakannya yang terkait dengan interaksi dengan siswa. Putusan tersebut menggambarkan bagaimana sistem hukum dapat memberikan sanksi yang sangat berat terhadap tenaga pendidik, meskipun tindakan yang dilakukan mungkin tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana penegakan hukum terhadap tenaga pendidik sudah mempertimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap profesi mereka sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan.

Penerapan hukum yang berlebihan terhadap tenaga pendidik dapat berdampak negatif pada profesi guru itu sendiri. Jika guru dipandang sebagai individu yang mudah terkena jeratan hukum, hal ini akan menciptakan ketidakpastian dan ketakutan dalam menjalankan tugas pendidikan. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendidik siswa dengan baik. Namun, ketakutan akan terjerat dalam masalah hukum dapat memengaruhi kinerja dan motivasi guru dalam mengajar. Selain itu, krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan juga dapat terjadi jika profesi guru tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.[footnoteRef:3] [3:  Hadi, R. Utami, M.Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Hukum (2023), 112] 


Penting untuk mempertanyakan apakah tindakan hukum terhadap guru sudah benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai sistem hukum adalah melalui prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah, dalam konteks hukum Islam, adalah tujuan dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[footnoteRef:4]. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu, penerapan hukum haruslah dilakukan dengan mengutamakan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. [4:  Al-Qaradawi, Yusuf. Maqasid Syariah: Tujuan Utama Hukum Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2008.45] 


Dalam perspektif maqasid syariah, setiap tindakan hukum haruslah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.[footnoteRef:5] Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap guru, harus dipertimbangkan apakah sanksi yang dijatuhkan dapat menjaga kehormatan dan martabat profesi guru, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di masyarakat. 
Penerapan hukum yang tidak adil terhadap tenaga pendidik, yang hanya melihat sisi hukum formal tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan moral, justru dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. [5:  Al-Husaini, A. Maqasid Syariah: Prinsip Hukum Islam untuk Kesejahteraan Sosial. Jurnal Filsafat Hukum Islam (2022), 78] 


Fenomena overcriminalization dalam konteks tenaga pendidik ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini sering terjadi karena adanya tekanan sosial dan politik untuk menangani kasus yang melibatkan guru dengan cara yang tegas. Terkadang, perhatian lebih diberikan pada aspek formalitas hukum tanpa memperhatikan konteks dan hak-hak tenaga pendidik.[footnoteRef:6] Selain itu, peraturan yang berlaku tidak selalu cukup fleksibel untuk membedakan antara tindakan yang memang melanggar hukum dengan tindakan yang merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab guru dalam menjalankan profesinya. [6:  Santosa, B. & Lestari, S.Overcriminalization dalam Pendidikan: Dampak Hukum terhadap Tenaga Pendidik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pendidikan (2023), 101] 


Selain itu, pendidikan di Indonesia yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya memengaruhi bagaimana guru dipandang dan diperlakukan dalam masyarakat. Guru seringkali berada di bawah pengawasan yang ketat dari orang tua siswa dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga apabila terjadi permasalahan, mereka sering menjadi sasaran utama dalam proses hukum.[footnoteRef:7] Hal ini tentu saja memperburuk kondisi psikologis dan sosial tenaga pendidik, yang pada gilirannya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa. [7:  Suhartini, I. Pendidikan dan Tantangan Sosial: Peran Guru dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: Penerbit Cendikia. (2021), 65] 

Penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap guru juga dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Apabila guru merasa terancam secara hukum, mereka mungkin enggan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam mendidik siswa. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan anak-anak sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian masalah yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan edukasi, daripada penegakan hukum yang berlebihan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi profesi guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kebijakan hukum yang memberikan perlindungan lebih kepada tenaga pendidik. Sistem hukum yang berkeadilan tidak hanya menghukum tindakan yang salah, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan profesi guru.[footnoteRef:8] Dengan demikian, guru dapat menjalankan tugas mulianya dengan penuh dedikasi tanpa merasa terancam oleh kemungkinan jeratan hukum yang tidak adil. [8:  Arifin, Z.  Kebijakan Hukum Pendidikan: Perlindungan terhadap Tenaga Pendidik dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Mandala. (2022), 98] 


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena overcriminalization yang terjadi pada profesi guru, dengan fokus pada putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana sistem hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan pada kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum dalam konteks kasus hukum yang melibatkan profesi guru, terutama dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan terhadap profesi guru. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid syariah untuk menilai apakah penegakan hukum dalam kasus ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yang lebih luas, yakni menjaga kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam penegakan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Ramadhan, F. & Putra, A. Pendekatan Yuridis-Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Kasus pada Profesi Guru di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Hukum Mandiri, 2020), 45] 

Penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai metode utama untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus tertentu, yaitu kasus yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013. Studi kasus ini akan mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam kasus tersebut, serta dampak dari penerapan hukuman pidana terhadap guru.[footnoteRef:10] Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan profesi guru, serta mengidentifikasi bagaimana sistem hukum dapat memperbaiki penegakan hukum yang berhubungan dengan tenaga pendidik.[footnoteRef:11] [10:  Wijaya, H. Studi Kasus dalam Penelitian Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Hukum Tenaga Pendidik. (Bandung: Penerbit Hukum Jaya,2021), 87]  [11:  Surya, M. & Kurniawan, R. Analisis Studi Kasus dalam Penegakan Hukum untuk Tenaga Pendidik di Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Pendidikan dan Hukum, 2022), 123] 

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan profesi guru, serta peraturan pidana yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana yang melibatkan tenaga pendidik.[footnoteRef:12] Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan profesi guru, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang sanksi pidana bagi individu, termasuk guru. Analisis terhadap regulasi ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur profesi guru dan sejauh mana hukum tersebut dapat melindungi guru dari overcriminalization.[footnoteRef:13] [12:  Fadillah, N.  Pendekatan Normatif dalam Analisis Hukum: Peraturan Perundang-undangan tentang Profesi Guru dan Tindak Pidana Pendidikan. (Jakarta: Penerbit Hukum Abadi, 2021), 24]  [13:  Santoso, H. Regulasi Hukum dan Perlindungan terhadap Guru: Mencegah Overcriminalization dalam Sistem Pendidikan Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Hukum dan Pendidikan, 2020), 46] 

Selain itu, pendekatan maqasid syariah digunakan untuk mengkritisi keputusan hukum dalam Putusan MA No. 1554K/PID/2013, dengan melihat apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Peneliti akan mengevaluasi apakah penerapan hukum pidana terhadap guru dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks maqasid syariah, serta apakah sanksi tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat atau justru memperburuk situasi sosial dan moral.[footnoteRef:14] [14:  Al-Syari, M. Maqasid Syariah dalam Penegakan Hukum: Keadilan dan Perlindungan dalam Konteks Pendidikan. (Jakarta: Penerbit Ilmu Syariah,2021), 21] 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen hukum, seperti putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013, serta literatur hukum yang berkaitan dengan profesi guru dan sistem hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan berbagai referensi dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang membahas masalah overcriminalization, hukum pendidikan, dan maqasid syariah. Proses analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan kajian teori hukum dan data empiris yang diperoleh dari dokumen putusan dan literatur.[footnoteRef:15] [15:  Santosa, H.Overcriminalization dalam Hukum Pendidikan: Perspektif Maqasid Syariah dan Perlindungan Guru. (Jakarta: Penerbit Hukum Abadi, 2020) 102] 

Untuk melengkapi analisis hukum, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa praktisi hukum, akademisi, serta tenaga pendidik yang memiliki pengalaman atau pemahaman terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan hukum terhadap profesi guru, serta dampak dari overcriminalization terhadap kinerja dan kesejahteraan guru.[footnoteRef:16] Wawancara juga bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh tenaga pendidik dalam sistem hukum Indonesia. [16:  Setiawan, A. Perlindungan Hukum untuk Guru: Perspektif Praktisi dan Akademisi. (Jakarta: Penerbit Pendidikan dan Hukum, 2022), 89.] 

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait dengan perlindungan hukum bagi guru di Indonesia, terutama dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam interaksi antara guru, siswa, dan orang tua siswa.[footnoteRef:17] Rekomendasi ini akan berbasis pada analisis hukum yang mendalam dan menggunakan perspektif maqasid syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia dalam melindungi profesi guru dan menciptakan keadilan dalam penegakan hukum. [17:  Rahmawati, N. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik: Menyusun Kebijakan yang Tepat untuk Guru di Indonesia. (Bandung: Penerbit Mandala, 2021), 155] 

TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Overcriminalization
Dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis-jenis perilaku yang berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian apapun.[footnoteRef:18] Menurut Kadish, Overcriminalization diartikan sebagai penggunaan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan-tujuan publik yang sama sekali tidak layak untuk dilarang.[footnoteRef:19] Perbuatan- perbuatan yang seperti apa yang dianggap sebagai perbuatan yang berlebihan dalam hukum baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islam yaitu Maqasid Syariah diantaranya dalam lingkungan sekolah antara Kewajiban Guru dan Hak Siswa. Steven Gunkel mendiskripsikan bahwa masalah overcriminalization terkait dua hal, Pertama, konsep overcriminalization merefleksikan suatu perhatian yang lebih luas dari peranan sanksi pidana dan persepsi yang digunakan tentang perilaku penjahat. Kedua, konsep overcriminalization juga memberikan perhatian kepada seringnya sanksi pidana diterapkan kepada suatu perbuatan seketika dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.[footnoteRef:20] Dimana Overcriminalization mempresentasikan pengenaan pidana yang lebih sering dari pada mendahulukan respon control sosial dan musyawarah lainya yang tersedia yang seharusnya dan lebih ppantas dari pada pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya. [18:  Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003. 14]  [19:  Kadish, Sanford H., The Crisisof Overcriminalization, American Criminal Law, 1968. 22]  [20:  Steven Gunkel, Are White Collar Crimesovercriminalization? Some Evidenceonthe Use of Criminal Sanctionsagainst Securities Violators, Western State University Law Review, 2000-2021. 4] 

Maka Secara umum konsep Overcriminalization dalam kaitannya dengan kriminalisasi (kebijakan formulasi/penegakan hukum in abstracto) dan Overcriminalization dalam konteks penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (kebijakan aplikasi/penegakan hukum in concreto). Dalam kasus saat ini, maka berkaitan dengan Tindakan Guru dalam kewenangannya dan ketetapan hukum yang diperoleh sebab delik aduan siswa yang melasa terampas hak perlindungannya.
B. Tenaga Pendidik (Guru)
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.[footnoteRef:21] [21:  Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan. ALFABETA, 2010. 229] 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Tenaga artinya orang yang bekerja/pekerja”, “Pendidik adalah guru atau orang yang berpendidikan”, sedangkan guru adalah orang yang mengajari orang lain baik di sekolah atau bukan tentang suatu ilmu pengetahuan atau tentang suatu ketrampilan,[footnoteRef:22] maksudnya yaitu bahwa tenaga pendidik atau guru adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu ketrampilan. Dalam ilmu pendidikan, pendidik adalah tokoh masyarakat dan mereka yang mengfungsikan dirinya untuk mendidik. Siapa saja dapat menjadi pendidik dan melakukan upaya untuk mendidik secara formal ataupun nonformal. Para pendidik dikenal dengan sebutan guru atau ustadz/ah pada sekolah agama.  [22:  JS Badudu, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1473] 

Guru berperan sebagai pihak yang mentransfer ilmu dan pemahaman tersebut kepada siswa, dengan tujuan untuk membimbing mereka dalam mengenal dan memahami dunia, serta membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama. Sebagai tenaga pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar dalam mentransfer ilmu yang bermanfaat secara intelektual dan moral, serta membimbing siswa menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Yang ditegaskan dalam Q.S Al-Alaq (1-5) ;
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya…..”
Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradila Nasional pasal 39 ayat 2, Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Namun dewasa ini, kewenangan tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah, sebab dalam beberapa kasus Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan oleh beberapa wali murid untuk mempidanakan Guru sebagai tenaga pendidik yang dianggap berlebihan dalam menjalankan kewenangannya dan merampas haka nak untuk mendapatkan perlindungan diri.
C. Tinjauan Putusan MA No. 1554K/PID/2013
Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan Tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Peristiwa itu terjadi ketika Aop Saopudin mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. 
Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:
1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.[footnoteRef:23] [23:  Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak- bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/, diakses tanggal 28 Pebruari 2019.] 

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. 
Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah: 
Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.
Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan[footnoteRef:24], melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. [24:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008).] 

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

D. Konsep Maqashid Syariah

Dari segi bahasa kata “maqashid syari’ah” terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan al-syariah. Kata maqashid merupakan bentuk plural (jama’) dari kata qashada yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan Sedangkan kata syari’ah dilihat dari bahasa memiliki arti sumber kehidupan atau mata air. Kata syari’ah merupakan bentuk tunggal dan bentuk pluralnya (jama’nya) adalah syara’i yang memilik arti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum.[footnoteRef:25] Sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Jatsiyah ayat 18 : [25:  Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suhartini, Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam, Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 2022. 149] 

﴿ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٨ ﴾ ( الجاثية/45: 18)
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang- orang yang tidak mengetahui…
Dengan demikian secara etimologis maqashid syariah berarti maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum terhadap hamba-hambanya, Adapun inti dari penetapan syariah tersebut adalah untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Adapun Al Ghazali[footnoteRef:26] mendefenisikan maslahat yang dimaksud untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam al-mabaadi’ al-khamsah atau al-ushulul al-khamsah yaitu perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs) akal (hifdz–‘aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-maal). [26:  Jurnal Pendidikan Islam, ibid, 150] 

Dalam lingkungan Pendidikan, ada dua tujuan utama yang dilindungi oleh Maqasid syariah yaitu Hifz al- ‘aql dalam hal peningkatan kecerdasan generasi penerus bangsa dan Hifzu al- Nafs dalam hal perlindungan diri siswa dalam menerima haknya, yang mana seharusnya dalam dunia Pendidikan keduanya berjalan sejajar dan berdampingan, tanpa adanya diskriminasi antara keduanya agar tercapainya dunia Pendidikan yang madani. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena overcriminalization terhadap profesi guru, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013, menjadi suatu masalah yang serius dan memerlukan perhatian mendalam dalam sistem hukum Indonesia. Kasus ini menonjolkan betapa beratnya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada guru dalam suatu peristiwa yang sebenarnya tidak proporsional dengan perbuatannya.[footnoteRef:27] Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan ketidakadilan, tidak hanya bagi guru yang terlibat, tetapi juga terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Penegakan hukum yang berlebihan ini juga menciptakan rasa takut di kalangan tenaga pendidik, yang berpotensi merusak kualitas pengajaran dan interaksi yang sehat antara guru dan siswa. [27:  Soediro, T. Overcriminalization dalam Sistem Hukum Indonesia: Kasus Profesi Guru dan Implikasinya. (Jakarta: Penerbit Hukum Jaya, 2020), 210	] 

Penerapan hukum yang berlebihan terhadap guru ini dapat dilihat sebagai bentuk overcriminalization, di mana suatu tindakan yang sebenarnya tidak melanggar hak-hak dasar atau tidak berdampak buruk secara signifikan terhadap masyarakat, diberi sanksi pidana yang berat. Penelitian ini menemukan bahwa overcriminalization sering kali terjadi karena adanya tekanan sosial yang mempengaruhi cara sistem hukum melihat dan memproses kasus yang melibatkan guru.[footnoteRef:28] Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 1554K/PID/2013, guru tersebut dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat, yang tidak mencerminkan esensi dari tindakan yang dilakukan. [28:  Fadli, A.Overcriminalization dalam Profesi Guru: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Tenaga Pendidik. (Yogyakarta: Penerbit Hukum Universitas,2021), 122] 

Dalam kasus ini, penerapan hukum tidak cukup memperhitungkan konteks sosial dan profesi guru. Oleh karena itu, hukum seharusnya dapat membedakan antara pelanggaran yang memang membahayakan masyarakat dengan perbuatan yang lebih merupakan bagian dari dinamika sosial dalam interaksi pendidikan. Guru adalah agen perubahan dalam masyarakat dan pendidikan, dan interaksi mereka dengan siswa sering kali sangat kompleks. Sehingga, hukum harus sensitif terhadap konteks ini dan tidak langsung menghukum tanpa mempertimbangkan unsur keadilan yang lebih luas.[footnoteRef:29] Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, serta memastikan bahwa hukum tidak merugikan pihak-pihak yang berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial.[footnoteRef:30] [29:  Pratama, R. & Hidayat, A.Peran Guru dalam Pendidikan dan Tantangan Hukum: Perspektif Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Tenaga Pendidik. (Jakarta: Penerbit Pendidikan dan Hukum,2020), 89]  [30:  Al-Qaradawi, Yusuf. Maqasid Syariah: Tujuan Utama Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008] 

Dalam kerangka maqasid syariah, penegakan hukum terhadap guru yang tidak adil atau berlebihan dapat merusak nilai-nilai keadilan yang seharusnya ada dalam sistem hukum Islam. Maqasid syariah berfokus pada perlindungan hak-hak dasar individu, termasuk tenaga pendidik. Ketika sanksi pidana diterapkan secara tidak proporsional terhadap guru, itu bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan pada pemeliharaan kesejahteraan dan keadilan.[footnoteRef:31] Hukum tidak hanya harus menghukum, tetapi juga harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan tujuan umum untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam hal ini, penting untuk melakukan evaluasi kembali terhadap bagaimana hukum mengatur profesi guru dan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan yang sejalan dengan maqasid syariah. [31:  Al-Mahfudz, M. Maqasid Syariah dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan terhadap Profesi Guru dalam Sistem Hukum Indonesia. (Bandung: Penerbit Syariah Mandiri,2021), 135] 

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa permasalahan overcriminalization dalam profesi guru tidak hanya menciptakan ketidakadilan pada individu guru, tetapi juga dapat merusak iklim pendidikan secara keseluruhan. Ketakutan yang timbul di kalangan guru mengenai kemungkinan terjerat hukum dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa. Guru yang merasa terancam dengan kemungkinan tuntutan hukum cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan siswa, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembelajaran yang lebih bebas dan kreatif. Ketakutan tersebut dapat menurunkan semangat guru untuk berinovasi dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa, karena mereka lebih fokus pada menghindari masalah hukum daripada fokus pada pengembangan profesionalisme mereka.[footnoteRef:32] [32:  Suryani, T. Dampak Overcriminalization terhadap Profesi Guru: Tantangan dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Profesionalisme. (Jakarta: Penerbit Pendidikan dan Hukum,2022), 112] 

Selanjutnya, dari segi sosial, penerapan hukuman pidana yang berlebihan terhadap guru, seperti yang terlihat dalam Putusan MA No. 1554K/PID/2013, juga berpotensi merusak citra profesi guru di masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung melihat guru sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mendidik dan membimbing siswa. Namun, apabila guru selalu terancam dengan sanksi hukum yang berat, hal ini dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Guru seharusnya dihormati dan dilindungi karena perannya yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, bukan justru dijadikan sasaran hukum yang tidak proporsional.[footnoteRef:33] [33:  Wijayanti, R. Perlindungan Hukum bagi Guru: Membangun Sistem yang Adil untuk Tenaga Pendidik di Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Pendidikan dan Hukum,2021),78] 

Di sisi lain, pendidikan yang sehat membutuhkan kepercayaan antara guru dan siswa. Ketika hubungan ini terganggu oleh ketakutan atau ketidakpastian hukum, maka proses belajar-mengajar menjadi kurang efektif. Seorang guru yang takut menghadapi tuntutan hukum mungkin akan lebih cenderung menghindari interaksi pribadi dengan siswa, yang merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Hal ini mengarah pada penurunan kualitas pendidikan yang pada akhirnya merugikan siswa sebagai penerima manfaat utama dari pendidikan.
Dari hasil analisis terhadap Putusan MA No. 1554K/PID/2013, dapat disimpulkan bahwa overcriminalization dalam profesi guru tidak hanya merugikan individu guru tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum, termasuk perlindungan yang lebih baik bagi profesi guru. Sebagai solusi, penegakan hukum seharusnya lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan, daripada langsung menjatuhkan sanksi pidana yang berat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat[footnoteRef:34] [34:  Hidayat, Abdul. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 23] 

Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan memberikan pelatihan tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan profesi guru, yang tidak hanya mengutamakan penerapan sanksi pidana tetapi juga lebih memperhatikan pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak guru.[footnoteRef:35] Perlunya perhatian terhadap hak guru dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan iklim pendidikan yang lebih aman dan mendukung bagi tenaga pendidik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia. [35:  Syamsuddin, A.  Hukum dan Pendidikan di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika.2016), 51] 


KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena overcriminalization terhadap profesi guru yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013 memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap individu guru maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Penerapan hukum yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap guru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang tidak membedakan dengan jelas antara pelanggaran ringan dan pelanggaran serius yang membutuhkan sanksi pidana. Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang dapat merusak kesejahteraan guru, menghambat kualitas pengajaran, serta menciptakan ketidakpastian dalam dunia pendidikan.
Dari perspektif maqasid syariah, hukum yang diterapkan dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menekankan pada perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan hukuman yang berlebihan terhadap guru bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai profesi yang sangat dihormati, guru seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan dihukum secara berlebihan yang pada akhirnya merusak martabatnya.
Penelitian ini juga menemukan bahwa overcriminalization terhadap guru dapat merusak hubungan antara guru dan siswa, yang merupakan aspek krusial dalam menciptakan suasana belajar yang efektif. Ketakutan terhadap ancaman hukum mengganggu iklim pendidikan yang seharusnya mendukung kreativitas dan perkembangan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum Indonesia yang lebih berfokus pada perlindungan profesi guru dan memberikan kebijakan yang lebih adil serta mendukung pembinaan profesi guru.
Sebagai rekomendasi, sistem hukum Indonesia harus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada guru tidak lagi bersifat menghukum secara berlebihan. Kebijakan perlindungan yang lebih efektif dan pembinaan terhadap profesi guru perlu dikembangkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih sehat dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik, tanpa dibayangi ketakutan hukum yang merugikan tenaga pendidik.
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